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Abstract 

This study aims to get a picture of participation in the implementation of development in To-

nasa village the district of Tombolo Pao, Gowa Town. and the factors that influence society par-

ticipation in development in the Village District Tonasa Tombolo Pao Gowa. This type of re-

search is used is descriptive. Basis of the study is a survey method. The results of this study indi-

cate that the participation of society in the construction of the Village, among others participa-

tion in the form of ideas or thoughts, participation in the form of power, participation in the 

form of money or material, and participation in evaluating development results. 

Keywords: democratization, participation, development 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang demokratisasi dengan ditinjau 

dari partisipasi masyarakat Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Tonasa kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa. dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Tipe 

penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Dasar penelitian yang digunakan adalah 

metode survey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pem-

bangunan desa dipengaruhi oleh partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran, partisipasi dalam 

bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang atau materi, dan partisipasi dalam  mengevalua-

si hasil pembangunan. 

Kata kunci: demokratisasi, partisipasi, pembangunan 

 

PENDAHULUAN 

 

Pada hakekatnya tujuan pembangunan 

suatu bangsa adalah untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia secara terencana, gra-

dual, bertahap, komprehensif, holistik, sis-

temik, bertanggung jawab dan berkelanjutan 

dengan melibatkan peran serta seluruh ele-

men warga bangsa. Sinergitas yang tinggi an-

tara pemerintah, sektor privat dan masyara-

kat menjadi faktor kunci keberhasilan pen-

capaian tujuan pembangunan suatu bangsa. 

Seperti halnya tujuan pembangunan yang 

tercantum dalam pembukaan UUD 1945. 

Strategi pembangunan Indonesia adalah 

peningkatan pemerataan pembangunan be-

serta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan 

pembangunan sektoral dan demokratisasi 

masyarakat terutama di pedesaan. Pem-

bangunan desa bersifat multisektoral dalam 

arti pertama sebagai metode pembangunan 

masyarakat sebagai subyek pembangunan; 

kedua sebagai program dan ketiga sebagai 

gerakan masyarakat dalam melaksanakan 

pembangunan dilandasi oleh kesadaran un-
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tuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. 

Berdasarkan catatan statistik diketahui bah-

wa hampir 80% penduduk di Indonesia ber-

tempat tinggal di pedesaan. Dengan jumlah 

penduduk yang besar dan komponen alam 

yang potensial akan mendapakan aset pem-

bangunan, apabila dikembangkan dan diak-

tifkan secara intensif dan efektif untuk 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat desa. Arti penting pembangunan 

pedesaan adalah bahwa dengan menempat-

kan desa sebagai sasaran pembangunan, 

usaha untuk mengurangi berbagai kesenjan-

gan pendapatan, kesenjangan kaya dan mis-

kin, kesenjangan desa dan kota akan dapat 

lebih diwujudkan. 

Dalam merealisasikan tujuan pemba-

ngunan, maka segenap potensi alam harus 

digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan 

sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi 

manusia berupa penduduk yang banyak 

jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan 

dan keterampilannya sehingga mampu meng-

gali, mengembangkan dan memanfaatkan 

potensi alam secara maksimal, dan pelaksa-

naan program pembangunan tercapai. Oto-

nomi Daerah seperti yang telah dicanangkan 

oleh pemerintah di harapkan dapat memper-

cepat pertumbuhan dan pembangunan di de-

sa.  

Otonomi desa dalam Undang-undang No-

mor 32 Tahun 2004 memiliki arti bahwa desa 

mampu berinisiatif atau berkreatifitas untuk 

menjalankan pemerintahannya sendiri serta 

menumbuhkan demokratisasi masyarakat 

dalam pembangunan, sehingga desa memiliki 

ruang gerak yang luas dalam melaksanakan 

pembangunan, dan tidak terbebani lagi de-

ngan program-program pembangunan dari 

pemerintah kabupaten/kota, provinsi mau-

pun pemerintah pusat. Desa dalam Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki arti 

bahwa: _��������µ�Ç�vP��]���µ����vP�v�va-

ma lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk menga-

tur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Z��µ�o]l�/v�}v��]�_X 

Demokratisasi masyarakat dalam pem-

bangunan adalah kesadaran yang tidak bisa 

muncul dengan sendirinya. Kesadaran terse-

but harus dibimbing dan diarahkan sampai 

mereka bisa mencapai kemandiriannya sen-

diri. Dengan adanya keterlibatan secara men-

tal dan emosional mulai dari keterlibatan pe-

rumusan kebijakan, pelaksanaan, tanggung 

jawab sampai pemanfaatan pembangunan 

akan bisa dirasakan secara merata oleh 

masyarakat dan tidak hanya diserap oleh 

pihak-pihak tertentu. 

Pemberdayaan masyarakat desa adalah 

peningkatan kemampuan dan kemandirian 

masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup-

nya. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu 

proses yang berjalan terus menerus. Pem-

berdayaan masyarakat antara lain dilakukan 

melalui demokratisasi masyarakat. Demo-

kratisasi masyarakat dalam pelaksanaan oto-

nomi daerah memiliki hubungan yang sangat 

erat satu sama lainnya. Keberhasilan otonomi 

di desa di satu pihak membutuhkan tingkat 

demokratisasi dengan partisipasi masyarakat 

yang tinggi. Di lain pihak, proses otonomi 

dapat memberikan kesempatan berdemo-

kratisasi dalam menempatkan kekuatan dan 

sumber daya menjadi lebih dekat, dan lebih 

jelas, sehingga mudah diatur oleh pemerinta-

han desa. Dalam lingkungan dimana budaya 

demokratisasi masyarakat sangat rendah, 

otonomi dapat menjadi langkah awal dalam 

menciptakan kesempatan yang bersifat rutin 

dan teratur bagi interaksi masyarakat. 

Semakin melembaganya demokratisasi 

masyarakat desa dalam pembangunan akan 

bermuara pada swakelola desa secara man-

diri. Konsep demokratisasi yang di maksud 

disini adalah partisipasi langsung oleh masya-

rakat dengan mandiri. Meskipun demikian, 

konsep mandiri bukanlah suatu konsep yang 
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sempit dan statis, sekedar menempatkan 

kemampuan masyarakat desa untuk mem-

biayai pembangunan. Dalam konteks dem-

oktatisasi disini adalah partisipasi masyarakat 

secara mandiri dengan keswadayaan, yang 

mengandung arti yang luas daripada sekedar 

perimbangan tanggung jawab pembiayaan 

pembangunan. Konsep mandiri berarti perim-

bangan kekuatan antara masyarakat desa dan 

negara dalam menentukan arah tujuan peru-

bahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.  

Dalam memberdayakan masyarakat desa, 

selain dilakukan reorientasi peran peme-

rintah pusat, juga secara sistematis dan kon-

sisten melakukan penyadaran terhadap ma-

syarakat desa melalui isu-isu lokal yang sesuai 

dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. 

Upaya yang dilakukan lebih bersifat partisipa-

toris sehingga mampu menumbuhkan ke-

mampuan masyarakat lokal. Strategi lain ada-

lah melakukan tekanan secara politik ter-

hadap institusi-institusi lokal seperti ekseku-

tif, legislatif, dan yudikatif khususnya yang 

menyangkut fungsional kinerja mereka. Teka-

nan ini dimaksudkan untuk mendorong per-

baikan-perbaikan pada kinerja institusi-

institusi formal tersebut agar mampu meres-

pon, merencanakan serta melaksana-kan as-

pirasi-aspirasi yang berkembang di kalangan 

masyarakat. 

        Demokratisasi yang mengarah pada 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

desa ini mutlak diperlukan, tanpa adanya par-

tisipasi masyarakat, pembangunan hanyalah 

menjadikan masyarakat sebagai objek sema-

ta. Salah satu kritik adalah masyarakat mera-

���^�]��l�u�u]o]l]_���v�^��µZ� ��l���µZ_� ��r-

hadap program pembangunan yang ada. Pe-

nempatan masyarakat sebagai subjek pem-

bangunan mutlak diperlukan sehingga masya-

rakat akan dapat berperan serta secara aktif 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 

monitoring dan evaluasi pembangunan. Ter-

lebih apabila kita akan melakukan pendeka-

tan pembangunan dengan semangat lokali-

tas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang 

paling memahami keadaan daerahnya tentu 

akan mampu memberikan masukan yang 

sangat berharga. Masyarakat lokal dengan 

pengetahuan serta pengalamannya menjadi 

modal yang sangat besar dalam melak-

sanakan pembangunan. Masyarakat desa 

yang mengetahui apa permasalahan yang 

dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh 

daerahnya. Bahkan pula mereka akan mem-

�µvÇ�]�^��vP���Zµ�v� o}l�o_�µv�µl�u�vP����]�

masalah yang dihadapinya tersebut.  

Bertitik tolak pada sejauh mana masyara-

kat desa dalam pelaksanaan   pembangunan 

desa, terutama di desa Tonasa kecamatan 

Tombolo Pao kabupaten Gowa, sehingga pe-

nulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh me-

laoµ]���v�o]�]�v�Ç�vP����iµ�µo�^Demokratisasi 

dalam pelaksanaan  pembangunan(Studi Ten-

tang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksa-

naan Pembangunan di Desa Tonasa Kecama-

tan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)_. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Tipe yang digunakan dalam pemecahan 

permaslahan adalah deskriptif. Dasar pene-

litian yang digunakan adalah metode survey. 

Metode-metode yang digunakan dalam pe-

nyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini akan diuraikan hasil pene-

litian yang didapatkan penulis selama mela-

kukan penelitian di desa Tonasa kecamatan 

Tombolo Pao kabupaten Gowa. Bab ini men-

guraikan tentang karakteristik responden, 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan di desa Tonasa dan faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi masya-

rakat. Pembangunan yang dimaksud dengan 

dengan fokus penilitian yaitu pembangunan 

fisik infrastruktur jalan desa/tani di desa To-

nasa. 

Karakteristik Responden, sebagaimana di-

kemukakan pada bab sebelumnya bahwa 
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teknik penarikan sample pada penelitian ini 

adalah purposive sampling, maka pemilihan 

sampel responden telah dilakukan dengan 

jumlah keseluruhan sebanyak 35 orang. Ke-

35 orang tersebut mempunyai latar belakang 

yang berbeda, baik dari segi umur, pendidi-

kan, maupun pekerjaan. 

Usia Responden, usia 40-49 merupakan 

frekuensi yang paling banyak di lokasi pene-

litian. Peneliti mendapatkan bahwa pada usia 

ini, pengetahuan masyarakat desa ter-bilang 

sudah tinggi, dan sesuai dengan metode pe-

ngambilan sampel, Purposive Sampling yaitu 

pemilihan sampel berdasarkan pada karakter-

istik tertentu yang dianggap mempunyai 

sangkut-paut dengan karakteristik populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya serta di-

anggap mampu memberikan informasi dan 

data-data yang akurat. 

Berdasarkan komposisi responden pada 

jenis kelamin, responden pada laki-laki sebe-

sar 74,28 % atau 26 orang, sedangkan pada 

perempuan sebesar 25,71 % atau 9 orang. 

 Berdasarkan rasio diatas, jumlah re-

sponden laki-laki merupakan yang paling ba-

nyak, hal ini didasari karena responden laki-

laki selalu bergelut dengan aktivitas kesehari-

an jadi lebih mengetahui tentang permasala-

han. Sedangkan perempuan merupakan pe-

kerja pasif di rumah. 

Tingkat pendidikan merupakan salah satu 

hal yang utama dalam pencapaian hasil pene-

litian ini. Tingkat pendidikan pada re-sponden 

sangat berpengaruh pada kemam-puan mem-

berikan informasi terkait dengan objek pene-

litian ini. Hal ini didasarkan pada asumsi bah-

wa pemerintah dan masyarakat yang mem-

iliki pendidikan tinggi akan dapat melihat ser-

ta memahami persoalan yang dibutuhkan da-

lam pembangunan di desa.   

Berdasarkan tabel 4.4, pekerjaan yang pal-

ing banyak  adalah petani dengan 18 orang 

atau 51,42%, Guru status PNS/Honorer 6 

orang atau 17,14%, Wiraswasta dan Lainnya 

masing masing 3 orang atau 8,57%, PNS di 

Instansi lain 2 orang atau 5,71%. Pekerjaan 

lain yang dimaksud disini terbagi atas be-

berapa antara lain IRT, penyadap,serta sopir. 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Menurut 

Pekejaan 

n = 35 
Jenis pekerjaan Frekuensi ( f ) Persentase ( % 

) 

Pedagang 

Petani 

PNS 

Guru 

Pns/honorer 

Wiraswasta 

Lainnya 

3 

18 

2 

6 

3 

3 

8,57 

51,42 

5,71 

17,14 

8,57 

8,57 

Jumlah 35 100 

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisioner, No-

vember 2011. 

Sesuai dengan teknik penarikan sampel 

dalam penelitian ini yang dilakukan secara 

^Wµ��}�]À�� ^�u�o]vP_� �u�l����v�o]�]� ��vP�i��

mempeta-petakan responden agar dapat 

menentukan jawaban yang bisa diharapkan 

dalam pengembangan penelitian ini dengan 

harapan bahwa responden akan mampu 

memberikan informasi dan data-data yang 

akurat. 

Karakteristik responden berdasarkan pe-

nghasilan perbulan pada tabel 4.5 menun-

jukkan bahwa responden memiliki penghasi-

lan yang berbeda-beda satu sama lainnya. 

Responden yang memiliki penghasilan < Rp 

500.000 sebesar 18 orang atau 51,42 %, 9 

orang atau 25,71 % yang berpenghasilan 

Rp.500.000-Rp.1.000.000, dan 8 orang atau 

22,85 % untuk yang berpenghasilan >Rp 

1.000.000.    

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Menurut  

Penghasilan 

n = 35   

 
Penghasilan per-

Bulan 

Frekuensi (f) Persentase 

(%) 

< Rp 500.000 

Rp 500.000 t Rp 

1.000.000 

> Rp 1.000.000 

 

18 

9 

8 

51,42 

25,71 

22,85 
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Jumlah 35 100 

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisioner, No-

vember 2011. 

Partisipasi Masyarakat  dalam Pelaksana-

an Pembangunan di Desa Tonasa, proses 

pembangunan dan pengembangan masyara-

kat, terutama pembangunan desa sesung-

guhnya dapat dimulai secara seder-hana, yai-

tu sesuai dengan kebutuhan, kemauan dan 

kemampuan masyarakat itu sendiri. Masya-

rakat secara alamiah mempunyai kemam-

puan dan pengetahuan untuk memecahkan 

masalahnya sendiri dengan memanfaatkan 

potensi yang ada pada dirinya. Oleh karena 

itu setiap upaya pembangunan harus mem-

pertimbangkan potensi lokal dan dinamika 

ma-syarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam demokratisa-

si pembangunan dapat berupa, Partisipasi da-

lam bentuk ide, Partisipasi dalam bentuk 

tenaga, partisipasi dalam bentuk uang/materi 

dan partisipasi dalam bentuk mengevaluasi 

hasil pembangunan. Berikut dapat dilihat 

penjelasan bentuk-bentuk partisipasi masya-

rakat dalam demokratisasi pembangunan di 

desa Tonasa yaitu: Partisipasi Dalam Bentuk 

Ide atau Pikiran, partisipasi masyararakat da-

lam pem-bangunan tidak terbatas pada 

pelaksanaan program, tetapi juga dalam me-

nyumbang ide/pikiran serta proses pengam-

bilan keputusan dan pemilihan program yang 

akan dilaksanakan. Kebijaksanaan semacam 

itu memungkinkan masyarakat secara luas 

berpartisipasi dalam pelaksanaannya, juga 

dapat mendatangkan sisi positif yang lain. 

Partisipasi dalam bentuk tenaga dalam hal 

ini diwujudkan lewat keikut sertaan masyara-

kat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan. Mereka 

menyumbangkan tenaga untuk pembangu-

nan seperti ikut serta membuat jalan, mem-

buat jembatan, membangun rumah dan yang 

lainnya secara ikhlas tanpa upah. Bahkan tak 

jarang demi keikut sertaannya mereka rela 

untuk tidak pergi ke sawah atau ke kebun. 

Partisipasi dalam Bentuk Uang atau Materi, 

dari sisi partisipasi yang lain, adalah parti-

sipasi masyarakat dalam pembangunan de-

ngan bentuk uang ataupun material (bahan 

bangunan). Selama ini dana-dana pembangu-

nan yang ada adalah secara swadaya dan 

APBD. Sedangkan untuk partisipasi dalam 

wujud bahan material, adalah dilakukan oleh 

orang-orang yang notabenenya adalah yang 

berkemampuan cukup dalam segi finansial, 

seperti perangkat desa ataupun orang-orang 

yang dipandang kaya dalam masyarakat desa 

setempat. Mereka umumnya dimintai atau 

dengan suka rela menyumbangkan material 

bahan bangunan. 

Partisipasi dalam bentuk mengevaluasi 

hasil pembangunan, bentuk partisipasi dalam 

mengevaluasi hasil pembangunan merupakan 

sesuatu yang penting, dimana masyarakat 

dapat melihat bagaimana hasil dari pemba-

ngunan itu sendiri, sesuai atau tidak dengan 

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu 

sendiri. Hasil dari evaluasi ini diharapkan se-

bagai tolak ukur bagi pemerintah dalam me-

nentukan pembangunan selanjutnya. 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisi-

pasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pem-

bangunan Di Desa Tonasa meliputi factor 

pendukung antara lain: a) Faktor kesadaran 

masyarakat, kesadaran masyarakat dalam 

proses pencapaian pembangunan desa dapat 

diartikan sebagai salah satu unsur penting 

dalam pencapaian pembangunan desa. Kei-

kutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan 

pembangunan bukan timbul begitu saja, 

tetapi karena adanya faktor yang medorong-

nya untuk berpartisipasi; b) Faktor tingkat 

pendidikan masyarakat, pembangunan meru-

pakan proses yang berkesinambungan yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan masyara-

kat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik 

dan kultural, dengan tujuan utama mening-

katkan kesejahteraan warga bangsa secara 

keseluruhan; c) Faktor pengarahan dari 

pemerintah desa, pembangunan pedesaan 

mempunyai peranan penting dan strategis 

dalam pembangunan daerah dan pembangu-
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nan nasional. Hal ini disebabkan karena seba-

gian besar masyarakat tinggal di daerah pe-

desaan dengan ling-kungan yang memiliki 

potensi alam yang melimpah, lagi pula pem-

bangunan pedesaan menyentuh langsung 

kepentingan masyarakat desa. Oleh sebab itu 

pemerintah seharusnya memberikan per-

hatian besar dan lebih serius terhadap pem-

bangunan desa; d) Kesempatan atau peluang 

bagi masyarakat, rakyat adalah komponen 

utama yang harus dilibatkan dalam setiap 

proses pembangunan. Kebutuhan, kepent-

ingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap 

kebijakan. Pemberian kesempatan bagi ma-

syarakat untuk berpartisipasi merupakan sa-

lah satu komponen untuk mencapai pem-

bangunan desa. 

Selain terdapat faktor pendukung ada juga 

beberapa faktor penghambat antara lain: a) 

Faktor fasilitas atau peralatan, untuk melak-

sanakan tugasnya, pemerintah desa membu-

tuhkan fasilitas atau peralatan dalam men-

jalankan fungsinya. Tersedianya fasilitas atau 

perlengkapan yang memadai akan menun-

jang lancarnya suatu kegiatan yang akan dil-

aksanakan, dimana salah satu faktor itu ada-

lah tersedianya kantor desa dalam menun-

jang terselenggaranya pemerintahan desa 

dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas 

dalam pengelolaan, pelaporan, pen-catatan 

dan berbagai kegiatan lainnya; b) Faktor ting-

kat pendapatan masyarakat meru-pakan 

sesuatu yang urgen, dimana disini bisa dilihat 

tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. 

Indikator penulis dalam menganalisa pada 

tingkat pendapatan ini ialah dengan mem-

bandingkan jawaban re-sponden antara PNS 

yang mempunyai penghasilan >Rp 1.000.000 

dan petani yang mempunyai penghasilan 

berkisar<Rp 500.000, saat peneliti melakukan 

penelitian di desa Tonasa. 

 

KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang dapat penulis tarik ada-

lah sebagai berikut: 1) Partisipasi dalam pe-

laksanaan pembangunan di desa Tonasa 

dapat diukur dengan menggunakan indikator-

indikator yang meliputi: a)Partisipasi masya-

rakat dalam bentuk ide atau pikiran, dengan 

]v��v�]���� i�Á���v� ����}v��v� ����� ^���]vP_�

yaitu 19 (54,28%). Dalam penyaluran aspirasi 

yang dilakukan kebanyakan pemerintah 

setempat melakukan pendekatan dalam ben-

tuk informal yaitu pertemuan di luar forum 

formal dengan aparat pemerintah desa de-

ngan masyarakat dan tokoh-tokoh masyara-

kat dalam pengambilan kebijakan ditingkat 

desa guna menyerap semua aspirasi dari 

masyarakat guna pengembangan dan pem-

bangunan desa yang berkesinambungan, 

b)Partisipasi masyarakat dalam bentuk tena-

P�U� i�Á���v� ����}v��v� ^���]vP_� Ç�]�µ� íõ�

(54,28%). Umumnya mereka semuanya ikut 

terlibat partisipasi bentuk tenaga ini  di dalam 

pelaksanaan pembangunan tanpa kecuali. 

Secara teknis sumbangan tenaga ini biasanya 

dilakukan secara gradual ataupun terjadwal 

sehingga tidak ada satupun anggota masya-

rakat yang tertinggal dalam menyumbangkan 

tenaganya. Bentuk partisipasi dalam bentuk 

tenaga ini adalah merupakan bentuk parti-

sipasi yang paling tinggi, c) Partisipasi dalam 

bentuk uang atau materi, dengan intensitas 

i�Á���v� ����}v��v� ^i���vP_� Ç�]�µ�îï� ~òñUóí�

%). Tingkat partisipasi dalam bentuk uang 

atau materi ini dipengaruhi pada tingkat pen-

dapatan. Responden yang kebanyakan petani 

dengan penghasilan di bawah Rp.500.000 ini 

u�vi�Á��� _i���vP_� ����µ�µv� _�]��l����v�Z_�

beralasan yaitu memiliki keuangan yang tidak 

memungkinkan untuk disumbangkan.  dan 

memiliki kebutuhan hidup yang mesti di-

penuhi, serta d) Partisipasi dalam bentuk 

mengevaluasi hasil pembangunan, jawaban 

����}v��v�^�]��l����v�Z_�Ç�]�µ�íô� ~ñíUðî9�X�

Yang menjadi indikator utama alasan re-

sponden mengatakan tidak pernah adalah 

kesibukan dari masyarakat, apalagi pelaksa-

naan pertemuan evalusi sering kali dil-

aksanakan masa waktu kerja. Dengan ku-

rangnya pertemuan antara pemerintah desa 



Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Januari 2011 

51 

 

Tonasa dengan masyarakat desa Tonasa, 

mengakibatkan sering terjadi discomunica-

tion antara pemerintah dengan masyarakat 

tentang berbagai informasi pembangunan 

yang ada. Inilah yang membuat pemerintah 

tidak mengerti dengan kondisi dan keinginan 

masyarakat, begitu pula sebaliknya; 2) Fak-

tor-faktor yang mempengaruhi partisipasi  

dalam pelaksanaan  pembangunan di desa 

Tonasa terdiri dari: a) Faktor Pendukung yaitu 

kesadaran masyarakat untuk ikut berparti-

sipasi, tingkat pendidikan masyarakat, faktor 

pengarahan pemerintah desa dan pemberian 

kesempatan dan peluang bagi masyarakat 

dan b) Faktor Penghambat yaitu fasilitas atau 

peralatan yang tersedia dan faktor tingkat 

pendapatan masyarakat. 
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